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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah yang mana dalam hal 
ini manusia diberikan kekuasaan untuk mengelola kekayaan baik yang ada di 
permukaan bumi maupun yang ada di perut bumi. Akan tetapi, manusia sebagai 
makhluk ciptaan Allah haruslah menyadari bahwa semua kekayaan yang dimiliki 
merupakan titipan dari Allah SWT sebagai alat agar manusia dapat menjalankan 
tugasnya yaitu beribadah. Selain itu, manusia sebagai pihak yang diberi kekuasaan 
dalam mengelola harta hendaklah mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan 
oleh pemilik harta baik dalam hal perolehan, pendayagunaan maupun 
penyalurannya. Salah satu ketentuan Allah yang berkaitan dengan pengelolaan 
harta kekayaan adalah ketentuan zakat.  
Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Rukum Islam adalah pondasi 
wajib bagi orang beriman dan merupakan dasar bagi kehidupan umat muslim. Zakat 
ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (IAI, 2016). Zakat bukanlah 
suatu hak tetapi merupakan suatu kewajiban dimana kita tidak mempunyai pilihan 
antara membayarnya atau tidak (Nurhayati dan Wasilah, 2015:282). Allah SWT 
juga sudah mengatur dengan jelas segala ketentuan tentang zakat, baik itu harta apa 
yang dizakatkan, batasan harta   yang terkena zakat, cara perhitungan zakat, maupun 
orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-
Taubah: 103 yang berbunyi:
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ُخُ  ۡمۗۡ تََكَُسَكٞنُلَّه  َُصلَوَٰ ُإِنَّ َُعلَۡيِهۡمۖۡ يِهمُبَِهاَُوَصل ِ ه ۡمَُوت َزك ِ ر  ِلِهۡمَُصدَقَٗةُت َطه ِ ۡذُِمۡنُأَۡمَوَٰ
َسِميٌعَُعِليٌمُ  ُ ١٠٣َُوٱَّللَّ  
103. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al Qur’an, n.d.). 
Ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya hukumnya saja yang wajib, tetapi 
zakat juga memberikan hikmah bagi manusia, salah satunya ialah sebagai 
pembersih diri juga harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga memiliki hikmah lain 
diantaranya, memelihara harta dari incaran pencuri, pertolongan bagi orang fakir 
yang memerlukan bantuan, dan sebagai pendorong orang fakir untuk bekerja agar 
meraih kehidupan yang lebih layak (al- Zuhaily dalam Thoriquddin, 2015). Selain 
zakat, Allah juga memerintahkan umatnya untuk berinfak/bersedekah. Menurut 
bahasa, infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut terminologi artinya 
mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut 
kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan (Nurhayati dan Wasilah, 2015:282). 
Allah berfirman dalam Q.S.   Al Baqarah: 195 yang berbunyi: 
َُِوََلُت ۡلق واُْبِأَۡيِديك ۡمُإِلَىُٱلتَّۡهل َكِةَُوأَۡحِسن ُ ۡحِسنِيَنَُوأَنِفق واُْفِيَُسبِيِلُٱَّللَّ ُٱۡلم  َُي ِحبُّ ُٱَّللَّ ُإِنَّ
ٓواْْۚ
١٩٥ُ  
195. “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Al Qur’an, n.d.). 
Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa infak merupakan suatu 
perwujudan rasa syukur seorang muslim ketika mendapat rezeki dari Allah SWT 
dan jumlah yang dikeluarkan pun sesuai dengan kerelaan dan kehendak muslim 
tersebut. Sedangkan sedekah, memiliki pengertian dengan dimensi yang sangat luas 
karena tidak hanya memberikan sesuatu dalam bentuk harta,  tetapi juga bisa dalam 
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bentuk berbuat kebajikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain 
(Nurhayati dan Wasilah, 2015:283).  
Zakat dan infak/sedekah dapat disalurkan langsung oleh pribadi atau juga 
bisa melalui suatu lembaga atau badan. Di Indonesia terdapat suatu badan yang 
resmi dan merupakan satu-satunya badan yang didirikan oleh pemerintah 
berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yaitu Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS).  Selanjutnya, peran BAZNAS sebagai badan yang berwenang 
melakukan pengelolaan zakat semakin dikukuhkan dengan adanya UU No.23 
Tahun 2011. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga 
pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada 
Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama Pemerintah 
bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat 
islam, amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum, integritas dan 
akuntabilitas (BAZNAS, baznas.go.id/profil, 28 Februari 2019).  
Dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyaluran zakat dan 
infak/sedekahnya, BAZNAS memerlukan sistem akuntansi yang baik. Dan salah 
satu yang paling utama dalam sistem akuntansi ini adalah perlakuan akuntansi ZIS 
yang mana perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan, dan 
penyajian laporan keuangan BAZNAS. Akuntansi itu sendiri merupakan seni 
pencatatan yang dikembangkan dengan tujuan agar dapat memberikan suatu 
informasi mengenai kinerja dari suatu organisasi, lembaga atau badan. Segala 
transaksi yang berpengaruh pada pencatatan akuntansi haruslah dicatat. Hal ini 
sesuai dengan isi kandungan Q.S. Al Baqarah:  282 diantaranya: 
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1. Diharuskan bagi orang beriman yang bermuamalah tidak secara tunai 
(berhutang) untuk mencatat muamalahnya dengan benar. 
2. Dilarang bagi orang beriman untuk berlaku curang dalam mencatat 
hutangnya. 
3. Diharuskan bagi orang beriman yang memiliki kemampuan terbatas untuk 
memiliki wali yang dapat mengimlakkan dengan jujur dalam 
muamalahnya. 
4. Diharuskan bagi orang beriman yang bermuamalah memiliki saksi yang 
dapat memberikan kesaksian dan tidak saling menyulitkan. 
5. Dilarang bagi yang berhutang untuk lalai dan jemu menuliskan hutangnya 
baik besar maupun kecil (‘Al Quran’). 
Berdasarkan isi kandungan Al Quran diatas, dapat disimpulkan bahwa 
BAZNAS selaku pihak yang diberikan amanat oleh para muzaki memiliki 
kewajiban menuliskan zakat yang dititipkan muzaki. Hal ini dikarenakan saat 
muzaki menitipkan zakatnya kepada BAZNAS, dapat diartikan bahwa BAZNAS 
berhutang kepada muzaki sampai BAZNAS tersebut menyalurkan zakatnya kepada 
mustahik. 
Dalam pelaksanaan akuntansinya, IAI telah menyusun PSAK No.109 
tentang zakat pada tahun 2007 menggantikan PSAK No. 45 tentang Pelaporan 
Keuangan Organisasi Nirlaba. PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI, 
2016). Dari segi penyajian, amil (BAZNAS) menyajikan dana zakat dan 
infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan (IAI, 2016). 
Adapun dalam penyajian laporan keuangannya BAZNAS dapat berpedoman pada 
PSAK 101. Dengan adanya PSAK 101 ini, diharapkan entitas syariah dalam hal ini 
BAZNAS dapat memiliki laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan 
periode sebelumnya maupun dengan entitas syariah lain. 
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Dengan berpedomannya pada PSAK 109 dan 101, diharapkan BAZNAS 
juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, terpercaya, dan 
akuntabel. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban dari pihak yang diberikan 
tanggung jawab (entitas) untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan 
menerangkan kinerja atas segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada 
pihak yang memberikan tanggung jawab. Jadi, masyarakat dapat menilai apakah 
entitas tersebut akuntabel atau tidak. Akuntabilitas sektor publik terbagi menjadi 
dua macam. Yang pertama, akuntabilitas vertikal yang mana akuntabilitas ini 
merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak yang otoritasnya lebih 
tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal yang mana akuntabilitas ini merupakan 
pertanggungjawaban terhadap masyarakat (Mardiasmo, 2018:21). 
Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh entitas sektor 
publik atau organisasi nirlaba diantaranya akuntabilitas kejujuran dan hukum 
(accountability for probity and legality), akuntabilitas proses (process 
accountability), akuntabilitas program (program accountability), akuntabilitas 
kebijakan (policy accountability) (Elwood, 1993) dalam (Mardiasmo, 2018:21). 
Sedangkan, akuntabilitas menurut perspektif Islam adalah suatu 
pertanggungjawaban seorang manusia kepada Tuhan-nya. Allah berfirman dalam 
Q.S. An-Nisaa’:58 yang berbunyi: 
ُأَۡهِلَهاَُوإِذَاَُحَكۡمت مُبَيُۡ ٓ ِتُإِلَىَٰ نََٰ ك ۡمُأَنُت َؤدُّواُْٱۡۡلََمَٰ ر  َُيَۡأم  ُٱَّللَّ واُْ۞إِنَّ َنُٱلنَّاِسُأَنُتَۡحك م 
اُبَِصيٗراُ ََُكاَنَُسِميعََۢ ُٱَّللَّ ُإِنَّ اُيَِعظ ك مُبِِهۦٓۗۡ َُنِِعمَّ ُٱَّللَّ ُإِنَّ ٥٨ُبِٱۡلعَۡدِلْۚ  
58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat” (‘Al Quran’) 
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Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar selalu 
memberikan apa yang diamanahkan kepadanya itu, untuk orang-orang yang berhak 
menerimanya, serta bersikap adil dalam menetapkan suatu hukum, hal ini 
dikarenakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia akan 
dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT. 
BAZNAS dapat melakukan Disclousure (pengungkapan-pengungkapan) 
dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang biasa 
disebut pelaporan keuangan untuk mewujudkan akuntabilitasnya. Pelaporan 
keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan 
bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial 
organisasi, memberikan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi 
antar organisasi dan lingkungan sosial, serta   menyediakan informasi mengenai 
manfaat sosial dan biaya sosial yang terjadi akibat operasi perusahaan atau nilai 
tambah yang diberikan oleh perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu 
(Alfi, 2017). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 
Tahun 2011. Dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa BAZNAS kabupaten/kota 
wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan 
dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah 
secara berkala. Pada ayat 5 dinyatakan bahwa laporan neraca tahunan BAZNAS 
diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Dan pada ayat 6 dinyatakan 
bahwa untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, 
BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Jika 
BAZNAS melanggar ketentuan dalam pasal ini akan dikenai sanksi administratif 
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berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau 
pencabutan izin (Fokusmedia, 2012)   
Penulis menemukan beberapa fenomena bersumber dari berita online yang 
berkaitan dengan penerapan PSAK 109, PSAK 101 dan akuntabilitas pada 
penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional diantaranya,  Arif 
Ramdani (Ketua Umum BAZNAS Jabar), mengatakan bahwa potensi zakat di 
Indonesia sebesar 217 triliun, sedangkan di Jawa Barat sebesar 17,6 triliun. Namun 
di tahun 2016 Baznas Jawa Barat hanya mampu mengumpulkan zakat sebesar 500 
miliar. Hal ini dikarenakan masih banyak warga muslim Jawa Barat yang belum 
menunaikan zakat, ataupun membayar zakat pada lembaga yang belum terdata 
secara resmi sehingga potensi ini belum tergali maksimal (Susanti, 2018, 
https://regional.kompas.com, diakses 7 Maret 2019)..  
Kasubdit Kelembagaan dan Informasi Zakat dan Wakaf  Kementrian Agama 
RI, Hj. Andi Yasri mengungkapkan bahwa salah satu faktor kurangnya 
maksimalisasi zakat ini karena rendahnya literasi zakat dan wakaf baik di 
lingkungan Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan, maupun area publik yang 
strategis dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait zakat dan 
wakaf. Sedangkan, Muhammad Faizin berpendapat bahwa salah satu yang menjadi 
masalah adalah kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memberikan zakatnya 
kepada lembaga seperti BAZNAS dikarenakan masih banyak lembaga zakat yang 
tidak transparan dalam pengelolaan zakat semisal dengan memberikan laporan 
periodik kepada masyarakat melalui media masa (Faizin, 2018, www.nu.or.id, 
diakses 7 Maret 2019). 
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Agar dapat memberikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, 
BAZNAS Kalsel mengadakan bimbingan teknis laporan keuangan PSAK 109, hal 
ini dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di lingkungannya. Wakil 
Ketua I BAZNAS Kalsel, H. Gusti Mahafudz mengatakan bahwa Sumber Daya 
Manusia BAZNAS Banjarmasin memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai 
pembuatan laporan keuangan sehingga dengan adanya bimbingan ini diharapkan 
dapat menambah wawasan mereka mengenai PSAK 109 (Yunus, 2018, 
banjarmasin.tribunnews.com, diakses 7 Maret 2019). 
Sedangkan fenomena yang terjadi di kota Bone adalah BAZNAS 
mengeluarkan surat peringatan yang ditujukan untuk BAZNAS kota Bone. Hal ini 
terkait dengan penyaluran zakat fitrah yang mana BAZNAS Kota Bone membagi 
persentase bagian amil sebesar 40%. Tentu hal itu tidak wajar karena mestinya hak 
amil hanya 12,5% (Berita Satu, 2018, id. beritasatu.com, diakses 7 Maret 2018). 
Penulis juga menemukan beberapa fenomena yang berkaitan dengan 
penerapan PSAK 109 dan 101 di BAZNAS Kabupaten Sukabumi diantaraya H.U. 
Ruyani (Ketua Umum BAZNAS Kabupaten Sukabumi) menyatakan bahwa 
perolehan ZIS pada tahun 2016 di Sukabumi sebesar 14.5 miliar. Jumlah ini baru 
satu persen dari potensi ZIS di Sukabumi yang mencapai sekitar 1,4 triliun 
pertahunnya (Imam, 2017, m.republika.co.id, diakses 19 April 2019). Hal ini 
dikarenakan kesadaran membayar zakat umat Islam di daerah melalui lembaga 
resmi pengumpul zakat, masih rendah (Imam, 2016, m.republika.co.id, diakses 19 
April 2019). Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu lembaga yang 
bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam mengawal pengelolaan 
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dana zakat dan infak sedekah, melakukan berbagai strategi dan cara dalam 
meningkatkan pengumpulan dana zakat dan infak/ sedekah salah satunya dengan 
mengeluarkan Intruksi Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemungutan Zakat 
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN atau PNS (Republika, 2019). Hal serupa 
juga dilakukan oleh Pemkot Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan 
Peraturan Walikota Sukabumi No. 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, 
Infak dan sedekah dari ASN. Akan tetapi, M. Kusoy (Sekretaris BAZNAS Kota 
Sukabumi) berpendapat bahwa meskipun Peraturan walikota sudah diberlakukan, 
pengumpulan dana zakat dan infak sedekah yang berasal dari ASN masih jauh dari 
harapan BAZNAS Kota Sukabumi. Berdasarkan perhitungan BAZNAS Kota 
Sukabumi, BAZNAS bisa mengumpulkan dana zakat dari ASN sebesar 380 juta 
per bulan, tetapi kenyataannya BAZNAS hanya mengumpulkan dana zakat sebesar 
147 juta per bulan (Radar Sukabumi, 2019). 
 Guna meningkatkan kompetensi dalam bidang pengelolaan dana zakat dan 
infak/sedekah, kepala BAZNAS Kabupaten Sukabumi mengikuti pelatihan, dimana 
dalam pelatihan tersebut H.U Ruyani (Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi) 
berhasil memperoleh predikat kompeten dalam pelatihan berbasis kompetensi 
skema pimpinan BAZNAS daerah (Radar Sukabumi, 2018).  Selain itu, BAZNAS 
Kabupaten Sukabumi juga telah melaksanakan audit pada laporan keuangannya 
yang berakhir di tahun 2017. Audit dilaksanakan sejak bulan Agustus 2018 sampai 
dengan Januari 2019. Penyerahan hasil audit diadakan di ruang rapat Gedung seribu 
kantor BAZNAS Kabupaten Sukabumi yang berlangsung selama kurang lebih 3 
jam dengan hasil akhir opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Husnatani, 2019). 
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Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis 
PSAK 109, PSAK 101 dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan Badan 
Amil Zakat Nasional. Salah satunya yaitu penelitian menegenai penerapan PSAK 
109 pada BAZNAS Kota Kotamubagu yang mana dalam pengakuan dan 
pengukurannya BAZNAS Kota Kotamubagu tidak sepenuhnya menerapkan 
akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan belum 
adanya pemisahan penyaluran dana Zakat, dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Kota 
Kotamubagu. BAZNAS Kota Kotamubagu dalam penyajian dan pelaporan 
keuangannya hanya melaporkan Laporan Perubahan Dana perbulan, dan Laporan 
Penerimaan dan Pendistribusian Dana Zakat di akhir tahun yang mana hal ini tidak 
sesuai dengan ketentuan akuntansi zakat dalam PSAK No. 109 dan 101. Selain itu 
dalam pengungkapan zakat, BAZNAS Kota Kotamubagu baru mengungkapkan 
persentase bagian amil sebesar 12,5% untuk operasional sedangkan untuk 
kebijakan penyaluran dana zakat, dan infak/sedekah tidak dijelaskan berapa 
persentase pembagiannya (Ramdhani, Karamoy, & Affandi, 2018).  
Dalam penelitian lain yang terjadi pada LAZIS Sabilillah Kota Malang, 
PSAK No.109 belum sepenuhnya diterapkan pada LAZIS ini. Hal ini terjadi karena 
dalam pengakuan dan pengukuran aset non kasnya, LAZIS Sabilillah Kota Malang 
tidak mengakui penurunan aset non kas zakat dan infak/ sedekah sebagai kerugian 
dana amil ataupun pengurang dana zakat dan infak/sedekah. Didalam 
pengungkapannya juga LAZIS Sabilillah Kota Malang belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan zakat yang berdasar kepada PSAK 109. Hal ini dikarenakan 
LAZIS Sabilillah Kota Malang tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan, 
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sehingga tidak mengungkapkan kebijakan-kebijakan pada kegiatan proses 
akuntansinya (Saputro, Askandar, & Afifudin, 2018). 
Dalam penelitian yang dilakukan di BAZNAS Sumatera Utara, ditemukan 
bahwa perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada 
BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK 
No.109 tetapi belum sepenuhnya. Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS 
Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini dikarenakan BAZNAS Sumatera 
Utara belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No.109 
(Hasibuan, 2018). 
Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Implementasi Prinsip 
Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil 
Zakat Kota Blitar” menunjukan bahwa Badan Amil Zakat Kota Blitar telah 
menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini dijelaskan dengan adanya kesesuaian 
antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang ada di Badan Amil 
Zakat Kota Blitar dan adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban dari Badan 
Amil Zakat Kota Blitar kepada masyarakat. Akan tetapi, laporan yang dibuat oleh 
Badan Amil Zakat kota Blitar masih belum sesuai dengan akuntansi zakat yang 
berdasar kepada PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan Badan Amil Zakat Kota Blitar 
hanya melaporkan Laporan Penerimaan Zakat dan Laporan Anggaran Keuangan 
selama periode 2016. Serta belum adanya sanksi yang ditetapkan jika terjadi 
kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan zakat (Putri, 2017).  
Sementara itu, penelitian yang berjudul “AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, 
DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas 
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pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)” mengungkapkan bahwa sebagian OPZ 
dalam membuat laporannya masih belum menerapkan PSAK 109 dan mengunakan 
laporan yang sederhana sehingga bentuk laporan antar OPZ berbeda-beda. Hal ini 
dikarenakan sebagian OPZ memiliki kendala dari sumber daya  manusia sehingga 
OPZ sulit untuk menerapkan PSAK 109 (Rahman, 2015). 
Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat, dan 
Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 
Bojonegoro”menunjukan bahwa BAZNAS Kabupaten Bojonegoro hanya membuat 
Laporan Penerimaan dan Penyaluran dana ZIS sebagai bentuk pertanggungjawaban 
kepada muzaki yang telah menunaikan zakatnya sehingga peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa BAZNAS kabupaten Bojonegoro masih belum memenuhi 
standar PSAK No. 109 dalam pelaporan keuanngannya. Selain itu, BAZNAS 
Kabupaten Bojonegoro juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi 
dan akuntabilitas, hal ini dikarenakan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro belum 
meningkatkan penyampaian informasinya kepada masyarakat baik melaui buletin 
maupun media masa (Adriana & Sayidah, 2018). 
Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu atas masalah yang ada di 
dalam pelaporan keuangan dan akuntabilitas badan amil zakat yang ada di 
masyarakat, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: “ANALISIS PSAK 
109, PSAK 101 DAN AKUNTABILITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN 
KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)” (Studi Kasus 
pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi). 
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi 
masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Belum adanya pemisahan dana zakat dalam penyaluran dana zakat, dan 
infaq/sedekah pada BAZNAS. 
2. Dalam pelaporan keuangannya, BAZNAS belum melengkapi 
komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101. 
3. BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.109. 
4. Belum adanya penjelasan persentase kebijakan penyaluran dana zakat 
yang tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS. 
5. Belum adanya sanksi yang ditetapkan jika terjadi kesalahan atau 
kelalaian dalam pengelolaan zakat. 
6. Belum memiliki sumberdaya manusia yang memadai, baik dari segi 
kompetensi maupun jumlahnya. 
7. BAZNAS belum memenuhi akuntabilitasnya  
1.3 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Apakah BAZNAS sudah sepenuhnya menerapkan PSAK No.109? 
2. Apakah dalam pelaporan keuangannya, BAZNAS sudah melengkapi 
komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101? 
3. Apakah dalam Catatan Atas Laporan Keuangannya, BAZNAS sudah 
mengungkapkan mengenai persentase kebijakan penyaluran zakat 
untuk mustahik non amil sesuai dengan PSAK 109? 
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4. Apakah BAZNAS sudah memiliki sumber daya manusia yang 
memadai, baik dari segi kompetensi maupun jumlahnya? 
5. Apakah BAZNAS sudah memenuhi akuntabilitasnya? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan-
tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan PSAK 109 (pengakuan dan pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan) di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. 
2. Untuk mengetahui kelengkapan komponen laporan keuangan 
BAZNAS yang sesuai dengan PSAK 101. 
3. Untuk mengetahui adanya penjelasan mengenai persentase kebijakan 
penyaluran zakat untuk mustahik non amil yang diungkapkan oleh 
BAZNAS dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai  dengan PSAK 
109. 
4. Untuk mengetahui kecukupan sumber daya manusia yang yang dimiliki 
BAZNAS Kabupaten Sukabumi baik dari segi kompetensi maupun 
jumlahnya. 
5. Untuk mengetahui akuntabuilitas BAZNAS Kabupaten Sukabumi. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 
wawasan serta pengalaman penulis mengenai akuntansi syariah, PSAK 
109, PSAK 101, dan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan 
dana zakat dan infak/sedekah baik teori maupun praktik dan dapat 
mengimplementasikan ilmu yang di dapat dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 
kepada BAZNAS serta menjadi bahan evaluasi atas kinerja BAZNAS 
dalam mengelola zakat dan infak/sedekah.  
3. Bagi Muzaki 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada muzaki 
mengenai penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang dikelola oleh 
BAZNAS sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki 
untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. 
4. Bagi Mustahik 
Hasil peneitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
mustahik mengenai sumber dana zakat dan infak/sedekah yang dikelola 
oleh BAZNAS. 
5. Bagi Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
pemerintah mengenai potensi dan kinerja BAZNAS serta menjadi tolak 
ukur dalam memecahkan masalah perekonomian yang ada. 
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6. Bagi Akademik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan informasi 
penelitian selajutnya yang berkaitan dengan analisis PSAK 109, PSAK 
101 dan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan 
